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Dewan Riset Dacrah (DRD) Kabupaten Lampung Timur
@an lembaga non-struktural yang dibentuk oleh Pemerintah
ten Lampung Timur untuk menghasilkan risct yang menjadi dasar
ambilan kebijakan & Kabupaten Lampung Timur. Riset-riset
DRD rasakan perlu untuk dipublhikasikan schingga selain dapat
batupijakan dalam mengambil kebyakan, dapat pula menjadi
si bagi berbagm kalangan dalam pengembangan iimu

tahuan

Buku Reflck \khe yang pembaca pegang saat i,

"'mp“kd“ salah satu 1k N imen l..l!L;l;HLl,' Timur dalam
- . 1 yang berkaitan dengan

q mpl}hllk.i
h Kahup.m,\ Lampu . lubisan-tulisan dalam
buku it ditulis oleh pa ’ paten Lampung [ymur serta
i lwbuwm penulis ) . ' ar belakang kallmuan dan
WNH yang mumpur nasing

Saya mewakil bupaten Lampung Timur

4% 8pk.ill lerima kKasin Kopada i ipat i
I -.{'h.)j,:_t: Hlt{h”l /U"ldﬂ J\Fﬂ“'. yMs

ampung Tmur, Ibu H).

Phusnunta, yang saat ini dikenal pu
h membenkan kepercayaan kepada DRD Kabupaten Lampung Tumur
terus bersinergi  menghasilkan niset  dalam scbagai bahan

bilan kebijakan di Kabupaten Lampung Timur

mm buah pemikirannya schingga r
mmmhmﬂ“hﬁ

mmmuyammmwm“ o
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: Tak ada karya manusia yang sempurna, DRD Kabupaten
fmmg Timur membuka diri seluas-luasnya terhadap masukan dan
saran yang sifatnya membangun sehingga terbitan kami selanjutnya
‘menjadi lebih baik. Semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca sckalian.

- il s

L Bandar Lampung, Desember 2017

Ketua Dewan Riset Daerah
Kabupaten Lampung Timur 5.

PRSI

Rudy, S.H., LLM., LL.D.
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sa Depan Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten
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':l-iijriani, Didik Kumniawan, Anic Rose Iraweti ......cooeee
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Desa Ramah Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak dalam
Pembangunan Daerah di Lampung Timur

Siti Khoiriah, S H.l.. M.H. | O i s SRS NN, © &

Teetemmnnavenn

Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah
Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., MLA. oo oo 126
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'_Nllh‘ujnng abad 20 Dinamika penyclenggaraan pemerintahan yang
. dialami olch bangsa Indonesia dimulai pada tahun 1997 semenjak
E kejatuhan Asian Miracles akibat krisis ckonomi di Thailand yang
berdampak pada negara-negara di kawasan Asia. Asian Miracles
merupakan istilah yang sangat terkenal mengenal kesuksesan negara
kesatuan sentralistik di Asia dimana negara-negara i dengan sistem
kekuasaan terpusal dapat memingkatkan pertumbuban ckonomi yang

B sangatl unggi. Namun demikian, y ckonomu di Asia mcnychabknn
t_ runtuhnya tesis mengenar Asia Miracics yang menyisakan negara Jepang
i dan Korca scbhbaga neniadi kekuatan ekonomi di
? Asia. Keruniu ' M aimbulkan suatu gagasan untuk
' memasukkan | \ - wnomi daerah dalam pola
!' pcmcnm.ah i

Dalam tatara ! panl desentralisas: dan otonomi daerah
tidak akan permah bisa ™ hasil tanpa adanya pemenntahan  yang
akuntabel dan responsif. Dalam vonteks milah kemudian pemilihan

* kepala dacrah menj ydi sangat penting, karena pemilihan kepala dacrah
] yang demokratis secara teoretik akan menjadikan kepala daerah tersebhut
& responsif dan akuntabel terhadap pemilithnya.

k. Fenomena pemilihan kepala dacrah di Lampung Timur m
' snomena tersendiri karena menghasilkan Kepala Daerah
‘pertama i Lampung. Dengantmmmm.'n
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wajal kl‘iminahtas dengan kckerasan yang terkenal dengan Ka
begal. Hal tersebut juga diwarnai dengan tingkat knmpm M
tinggi misalnya dengan dipidananya Mantan Bupati Lampung
Satono yang sampai saat ini masih menjadi DPO.

Sampai saat ini pun momok korupsi masih menjadi waj
Lampung Timur scperti tertangkapnya mantan Kadis Keschatan
Lampung Timur baru baru ini dan dipidananya mantan Kadis Perikanan

dan Kelautan. Contoh ini sebenamya merupakan gambaran umum tingkat
korupsi yang semakin tinggi dalam tataran nasional.

£y _-.'r."-i »

Gambaran  nasional  kuantitatif  yang  dicatat Komisi
Pemberantasan Korupst (KPK) menunjukkan kenaikan tajam perkara
korupsi. Di Lampung sendiri, LBH Bandar Lampung mencatat bahwa
sejak Desember 2014 sampar saat ini data kasus korupsi yang masih
berjalan maupun sudah diputus berdasarkan laman Sistem Informasi
Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Tanjungkarang terdapat 100
perkara tipikor,

Fakta empirik di atas menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi
masih jauh dari harapan. Jika dirata-rata tidak lebih dari 5 kasus korupsi
per kabupaten/kota dapat ditindak oleh korps penegak hukum di
Lampung. Bisa jadi, terkuaknya tindak pidana Korupsi hanya karena
mereka bernasib sial atau kurang beruntung. Artinya, km &g
Lampung semacam puncak gunung es betapa masifnya kanker korupsi di
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- Konflik sosial juga terjadi di Lampung Timur khususnya di

‘kawasan register Gunung Balak yang tak kunjung usai. Rentetan konflik
., tersebut terkadang menggelitik dan menggiring alam bawah sadar kita
i untuk bergumam, “bisakah kita memutus rantai konflik di Lampung
| Timur? Benarkah Lampung tidak akan bisa keluar dan mimpi buruk
E konflik sosial sclamanya” Dahulu. ncgeni ini adalah tanah harapan, dan
r

akan tetap demikian

Di sisi lainnya, Lampung scbagai dacrah dengan SDA yang

melimpah menyisakan pern hukum vang cukup meresahkan yanu

pertambangan ilcga ertambangan illegal adalah
pertambangan h karenanya melanggar
b hukum. Sclain 1 crahteraan bagi daerah

F dan masyarakat, pe:
E scbagai akibat kcgial
Fdan Encrgr (Dist

L diidentifikas: scbaga

suk di dalamnya Lampu
b

‘a kan kerusakan hingkungan
kint Dinas Pertambangan
wla 11 kabupaten yang

wlinva |u'|l‘1l|\h.lllp.ul :Icgal

[ imur khususnva daerah pasir sakti,

wukum dan masyarakat i mewarnai

Keadaan Kkarut marul
sechari-hann di  Indonesia dan

gehidupan berbangsa dan bernegara
) ng Timur kKhususnya K cadaan mi menggambarkan bahwa hukum

Ju menjadi instrumen untuk menciptakan tertib sosial masyarakat dan
rumen pembangunan berbangsa dan berncgara. Padahal scjatinya,
» merupakan instrumen untuk mencapai hal tersebut.
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tidak memblcarakan hukum b:uk
pembangunannya.

COMPREHENSIVE DEVELOPMENT FRAMEWORK

Dalam perdebatan law and development, pembangunan sebagai
proses mewujudkan kesejahteraan mempunyai perkaitan yang sangat erat
dengan hukum. De Soto dalam Mystery of Capital mengemukakan peran
penting institusi hukum dalam keberhasilan pembangunan suatu negara.
Secara holistik dan khusus, institusi hukum juga mempunyai kaitan
dengan percepatan pembangunan dan kegiatan ckonomi. Melalui
pemahaman doktrin hukum dan pembangunan tersebut, ldealnyn—
hukum dapat menjadi instrumen yang memberikan aras pembangnm
dan sckaligus menjadi instrumen untuk membangun kerangka

institusional yang mapan.

Bagaimanakah peranan hukum, khususnya dalam

penyeclenggaraan desentralisasi dan otonomi dacrah? Apakah yang hm
dilakukan oleh Lampung Timur untuk menjawab tantangan temgbmg

vala

Terdapat beberapa rekomendasi yang bisa saya sampaikan agar } ala
muda dan penuh energi dapat melihat sisi lnin

Daerah yang :
yang dapat dilakukan untuk mencapai

pembangunan
Lampung Timur,
Penelitian saya beberapa tahun mkhn'

banyak terbengkalai. 1
pembangunan hukum daerah
'salah kaprah mengenai peran Pmm
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bnngunan daerah tersebut. m
nuﬁadi tcrbelenggu dan tidak dapat memanfaatkan m

keuntungan yang diberikan oleh desentralisasi dan otonomi daerah.

Bupati zaman now jangan sampai terjebak dengan model pembangunan
hukum lama seperti yang lalu,

Salah  kaprah arah pembangunan ini  kemudian kadang
memunculkan kepala daerah yang mengeluarkan pernyataan bahwa
kadang hukum harus ditabrak demi kebijakan tertentu., Hukum
sebenarmya, dalam wujud peraturan daerah, seharusnya menjadi
instrumen bagaimana tujuan pembangunan dan mimpi-mimpi kepala
daerah dapat tercapai secara tertib dan legitimate. Peranan hukum di

. daerah ini berada dalam semua tahap pembangunan yaitu mulai dari
| perencanaan, implementasi legislatif, pengambilan keputusan di bidang
eksekutif dan administrasi, serta penyusunan pengaturan-pengaturan
penyelesaian sengketa.

k Ruang Kreativitas yang diberikan oleh otonomi daerah inilah yang
" harus dimanfaatkan oleh daerah. Produk hukum berupa peraturan daerah
Lharus diberdayakan untuk menjadi salah satu mesin perencanaan dan
- pelaksanaan pembangunan. Dokumuf rencana pembangunan ynng
merupakan penjabaran dari visi misi kepala da?rah akan menjadi
landasan untuk menetapkan kebijakan daerah. Ketertiban dan keteraturan

proses pembangunan tersebut hanya akan terwujud apabila d\d&&\u
-"‘-'-,-_-e adanya aturan-aturan hukum yang A sarana 1 ik ;
gunan. Hukum yang demikian dapat dapat menjadi :

keselarasan dan m M’ crbagn
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M ini M M
m akan dibentuk sesuai dengan perkem
_syanlun dan mimpi kepala dacrah. llntrm
sukan peraturan perundang-undangan daerah tersebut ¢
plcmcnlant tertuang dalam bentuk Program PM

|

pada akhimya, pembangunan hukum dalam bentuk pengaturan
substansi hukum yang berkualitas, penegakan hukum yang konsistcﬁ. dan
modcl-mndcl pembangunan hukum hermuatan local wisdom mcruplklﬂ
komponen pembangunan | kum vang harus dipikirkan secara matang.

Keseluruhan pembar 1 hukum tersebut tentunya untuk mewujudkan

mimpi membangun | [ymur secara komprehensif.

i

Ne Soto (2010), dan Rudy (2016) tclah
wunan  hukum secara komprehensif
ndapat para ahli pembangunan terscbut
memunculkan doktrin Compreferattt Development Framework (CDF)
yang mendunia Dal oktrin CDF, pembangunan institusi hukum
h*ll'l merups akan sub-sistem pcmh.mgun.m namun mcnjadl hapmuf
keseluruhan sistem l-mmpuh-_mi! pembangunan. Dengan :
kan untuk mendapatkan ¢

B ihilngun.m hukum mutlak diperlu
mb&gl pembangunan dan keberhasilan ckonomi.

Amartya
menekankan bahwa |
mmpakan suatu »

Hukum dalam konteks
kndam menjadi lebih
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mmﬂh

- dalam kemtuhan hukum di Jepang. .leplns m

pengaturan substansi hukumdnnpcnegakanhukumm cgas, terbu
. dengan Tokyo dan Osaka telah didaulat scbagal Kota TM& u =
Dalam hal muatan truk misalnya, hukum jepang telah M ,
mengenal pembatasan muatan dengan pengaturan tmggl dan u&“
vang rigid. Pengaturan vang baik iu kemudian dipadukan dengan
penegakan hukum vang tegas. Hasil akhirnya adalah pembangunan yang
berkualitas karena dilakukan secara komprehensif.

Dengan  demikian, pembangunan hukum  yang komprchcmif
harus dikokohl lalam nga nang utama yaitu tiang pembangunan
legislasi, tang | sakan hukum, dan tang revolusi mental berhukum,

MEMPERKUAT PEMBANGUNAN LEGISLASI

Penguatan hukum s v komprehensif mensyaratkan penguatan
§ legislasi yang bisa mendorong terwujudnya bridging social capital
Sejatinya, hukum mempunyar kekuatan untuk mengubah keadaan. Oleh
P karena itu, pembangunan legislas) harus keluar dar rutinitas saat ini yang
& bampir didominasi persoalan teknis yuridis dan memberi pethnhan

& bagaimana memberi “nutrisi” pada legislasi tersebut.

Pembangunan legislasi, oleh karena itu, harus dltu_lukln ﬂ
imembangun kesetaraan sosial di masyarakat, mengurangi kesen

.;. menguntungkan seluruh masyarakat daripada bcw
ukum dengan demikian dapat memberikan arah, bentuk dan

Seluruh pembangunan legislasi w

bahan sosial.
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a di m MJa dﬂll mﬁﬂ,jﬁﬁ nonopoli
re Mada.Perdasmaeammlsudahdnpat" astikan
m dan hanya menjadi konsep ideal di atas langit akatfe:ﬁc

Oleh karena itu diperlukan proses 12KINKa
terciptanya assessment yang komprehensif dari nap-uap pennmm i |
norma meliputi FGD, seminar, jaring asmara, survey, kuesioner,
wawancara, dan uji sahih. Saya menyebut proses ini dengan nama Article !
Impact Assessment Model. Dengan model ini, field research mutlak
diperlukan untuk menguji pengandaian hukum yang telah dirumuskan
dalam norma-norma. Keterlibatan pihak-pihak secara luas juga mutlak
diperlukan, baik akademisi lintas disipliner, budayawan, pusat-pusat riset
termasuk /ampungologi. aparatur pemerintah, tokoh masyarakat, maupun

masyarakat yang pernah terlibat kontlik.

Dengan penguatan legislasi sccara komprehensif, hasil akhir yang
dituju adalah Perda Konflik yang mempunyai keselarasan antara
substansi ideal secara filosofis, hasil yang nyata secara sosiologis, dan
taat secara yuridis. Tujuan final adalah terciptanya bridging social

capital yang akan mengayomi warga.
PENEGAKAN HUKUM YANG KONSISTEN

Rakyat Indonesia selama ini dibuai oleh pcmbenaran
pemakluman akan scbuah kesalahan hingga akhirnya men

kebablasan. Pemakluman merokok dan membuang sampah di sem

tempat menjadi gambaran utama schari-hari. Pemakluman

~ Scanned by TapScanner



'gen menulr ke orang lsin yang menga
uman inilah yang perlahan menggerogoti  sendi-sendi .
‘ndonesta tanpa kita sadari. Keadaan demikian diperparah dengan.
lemahnya penegakan hukum kita. Oleh karena itu kelebihan hukum yang
mempunyai sifat imperatif dalam membentuk perilaku manusia dan
masyarakat kemudian menjadi tidak berguna. Padahal, penegakan hukum

. yang kuat dalam Jangka panjang mempunyai kekuatan transformasi
. sosial dan perubahan perilaku.

Kekuatan hukum dalam rekayasa sosial dan pembangunan terlihat
misalnya di negara-negara maju. Di negara-negara tersebut, hukum
membentuk sistem perilaku, dan sistem perilaku ini  kemudian
membentuk  keajegan-keajegan dalam sistem kehidupan. Kita melihat

terjadi perubahan mental berhukum ketika Warga Negara Indonesia
berkunjung ke negara-negara maju tersebut. Warga Negara Indonesia 3
; . M
ternyata patuh pada kekuatan instrumen hukum yang tegas dan konsisten &
dari negara-negara maju tersebut. |
§
Efektivitas hukum scbagai rckayasa sosial juga tergantung pada

sikap peradilan scbagai garda akhir penegakan hukum, Sikap peradilan
yang adil dan tidak diskriminasi akan semakin mendekatkan aspek
keadilan hukum kepada masyarakat, menyebabkan masyarakat berharap

dan bergantung kepada hukum.
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ipta budaya hukum yang
kat mengenai hukum.

merubah pola pikir masyara

Dalam konteks penciptaan budaya hukum terscbut diperlukan
revolusi mental berhukum. Mudah dikatakan namun sulit dicapai,
revolusi mental berhukum membutuhkan proses internalisasi kesadaran
hukum yang ditopang oleh pendidikan hukum scjak dini dan penegakan
hukum vang konsisten Hal-hal berupa pemakluman dan penegakan ‘-
hukum yang tidak konsisten akan menjadi contoh buruk bagi generasi :.
masa depan dalam membentuk kesadaran hukumnya sendiri. Oleh karena |
iy, penciptaan budava hub - masit akan menjadi pondasi awal
transformasi besar ntal dalam konteks yang lebih
luas ;

Kita patut 1) s reformast pada tabun 1998
kemudian memunculkan ) rukan-gerakan untuk kembali ke
daerah, tempat dimana hul sl Indonesia berada. Hukum-hukum asli
dalam bentuk hukum a it masih banyak yang bertahan hidup

dan menjadi rujukan untuk memecahkan banyak masalah dalam
masyarakat di daerah. Pada tahun 1996, melalui survey vang dilakukan
olch'pnm budayawan, di Propinsi Lampung saja terdapat 76 masyarakat
hukum adat. Angka inipun kalau lebih dalam dikaji masih dimungkinkan
terdapatnya masvarakat hukum adat lain di Propinsi Lampung *
sebaliknya saat in1 mungkin jumlah i sudah berkurang. |

s

R
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ister akon mencakup selurah pmm
- um dan menciptakan hukum sebagai instrumen tertib s
-{‘ s kita bangun, niscaya jembatan emas kemcmkm\ ym ¢
-~ tahun lalu akan dapat mengantarkan Lampung Timur pada kesejahteraan escjahteraan
£ dan keadilan yang dicita-citakan. | |

| Pembangunan hukum yang semakin baik akan memantik elemen-
| elemen dalam kehidupan masyarakat menuju arah positif. Muaranya
tentu sajn adalah keamanan dan kescjahteraan. Oleh karena itu perlu
dipikirkan bagaimana melanjutkan model respon pembangunan hukum
yang sudah dimlai baik dan mengembangkan model baru yang sesuai

arakteristik dinamika hukum yang sudah terjadi.

dengan k
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